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QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2016. 

 ABSTRAK :     -    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas  Undang- 

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Aceh Besar 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan 

rancangan qanun tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar 

tahun anggaran 2016, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh nomor 903-64 tahun 

2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten 

Aceh Besar tahun anggaran 2016 dan rancangan peraturan Bupati Aceh Besar tentang 

penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016. 

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; 

UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 

Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004;  UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; 

UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 

Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP 

No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 54 

Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 

2011; PERMEN Kesehatan No. 19 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; 

Peraturan Gubernur Aceh No. 78 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 2 

Tahun 2006. 

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2015.   

-    Lampiran : 310 hlm. 


